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Karena TUHANlah yang memberikan hikmat, dari mulut-Nya datang pengetahuan dan 
kepandaian. 
( Amsal 2 : 6) 
Permulaan hikmat adalah takut akan TUHAN dan mengenal Yang MahaKudus adalah 
pengertian. 
( Amsal 9 : 10 ) 
Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah 
semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah 
Bapa kita. 
( Kolose 3 : 17 ) 
Bagi Dialah, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau 
pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. 
( Efesus 3 : 20 ) 
Ia seperti pohon, yang ditanam di tepi aliran air, yang mengahsilkan buahnya pada 
musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. 
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YUSUP BUDIAWAN ARYADI, E.1106058, ANALISIS PERTIMBANGAN 
HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA 
PENINJAUAN KEMBALI KORUPSI BLBI (STUDI PUTUSAN NOMOR 
17 PK/PID/2007), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.  
 
Penelitian Hukum ini bertujuan Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam 
memeriksa dan memutus perkara peninjauan kembali korupsi BLBI dalam 
putusan No. 17 PK/Pid/2007. 
 
Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai 
berikut : jenis penelitian normatif, metode penelitian kualitatif, pendekatan studi 
kasus, sifat penelitian preskriptif dan analisis jenis data yang digunakan adalah 
data sekunder, sumber data adalah sumber data sekunder yang masih relevan 
dengan permasalahan yaitu bahan hukum primer (Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 
tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Agung Nomor 17 PK/Pid 
/2007), bahan hukum sekunder (buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli 
hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, karya ilmiah, makalah, dan 
majalah), dan bahan hukum tersier (kamus dan internet). 
 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil simpulan, bentuk penemuan hukum 
yang dilakukan oleh pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara 
peninjauan kembali korupsi BLBI dalam putusan No. 17 PK/Pid/2007 dalam 
Pasal 263 ayat (1) KUHAP bahwa peninjauan kembali adalah upaya hukum yang 
hanya diperuntukkan terpidana dan ahli warisnya dan dengan tidak adanya 
larangan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali maka 
diartikan dapat mengajukan permohonan. Perbedaan penafsiran lain oleh hakim 
Mahkamah Agung dan berdasarkan yurisprudensi putusan sebelumnya adalah 
tidak sesuai dengan kepastian hukum di Indonesia.  












YUSUP BUDIAWAN ARYADI E1106058. AN ANALYSIS ON JUDGE’S 
RATIONALE IN EXAMINING AND DECIDING THE JUDICIAL 
REVIEW ON BLBI CORRUPTION CASE (A STUDY ON DECISION NO. 
17 PK/PID/2007). Law Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. 
 
This research aims to find out the Judge’s rationale in examining and deciding the 
judicial review on BLBI corruption case in the decision No. 17 PK/Pid/2007. 
 
The research methods employed in this writing are as follows: normative research 
type, qualitative research method, case study approach, prescriptive research 
nature, and the data types used were secondary data, the data source was the 
secondary data source that is still relevant to the problem, namely primary law 
material (Acts No. 8 of 1981 about the Law of Civil Procedure, No. 5 of 2004 
about the Judicial Authority, and No. 48 of 2009 about the Supreme Court and 
decision of Supreme Court  No. 17 PK/Pid/2007), the secondary law material (test 
books written by the law experts, law journal, opinion of the scholars, scientific 
work, paper, and magazine), and tertiary law material (dictionary and internet). 
 
Based on the result of research it can be concluded that, the form of law finding 
done by the Judge’s rational in in examining and deciding the judicial review on 
BLBI corruption case in the decision No. 17 PK/Pid/2007 in Article 263 clause 
(1) KUHAP that the judicial review is one law attempt that is only allotted to the 
accused and the beneficiary and there is no prohibition for the public prosecutor to 
file the Judicial Review meaning that the application can be filed. The difference 
of other interpretation of Supreme Court’s Judge and based on the jurisprudence 
of previous decision is not consistent with the law certainty in Indonesia 
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A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam 
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-2. Sebagaimana 
diketahui bahwa negara hukum memiliki ciri-ciri : 
1. Legalitas hukum dalam segala bentuknya. 
2. Perlindungan hak-hak asasi manusia dalam segala bidang. 
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. 
Konsekwensi negara Indonesia sebagai negara hukum yaitu adanya 
persamaan kedudukan setiap warga negara dibidang hukum dan pemerintahan. 
Dengan perkataan lain setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama 
dihadapan hukum, dan harus diperlakukan sama dihadapan hukum. Dalam 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara, meskipun negara Indonesia adalah 
negara hukum, akan tetapi satu hal yang tidak pernah dapat terhindarkan 
adalah adanya perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum 
dapat terjadi dalam berbagai bidang hukum, baik Hukum Keperdataan, 
Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara serta Hukum Kepidanaan 
dan bidang lainnya. 
Sebagaimana dikatakan sebagai salah satu pelanggaran hukum adalah 
pelanggaran hukum dibidang hukum kepidanaan. Pelanggaran hukum 
dibidang hukum kepidanaan diselesaikan melalui penegakan hukum pidana 
melalui proses penyelidikan, penyidikan,penuntutan dan pemeriksaan didepan 
persidangan. Proses dalam penegakan hukum pidana ditinjau sebagai anak 
sistem, merupakan sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana, 
maka puncak proses penegakan hukum pidana berada di lembaga pengadilan. 
Pengadilan sebagai lembaga yang bertugas memeriksa dan memutus 
perkara memiliki kedudukan yang penting, diantaranya dalam persidangan 
perkara pidana. Dikatakan demikian oleh karena, diantara sanksi yang bisa 
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diputuskan oleh hakim adalah pidana penjara, yang dalam pelaksanaannya 
merampas kemerdekaan seseorang yang mengalaminya. 
Atas dasar hal yang demikian ini maka, oleh Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Ketentuan Hukum Acara Pidana Indonesia disyaratkan 
bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya alat bukti yang sah ini memperoleh 
keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang 
bersalah melakukannya. 
Selanjutnya dikatakan bahwa hakim yang berkewajiban memeriksa 
dan memutus perkara diharapkan memiliki kecermatan dan kesaksamaan yang 
dalam pelaksanaan tugasnya. Hakim dengan segala kecermatan serta 
kesaksamaannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai manusia tidak pernah 
lepas dari kekhilafan. Atas dasar hal demikian ini maka oleh undang-undang 
diberikan hak kepada pihak yang tersangkut dalam perkara pidana yang 
berupa upaya hukum. Salah satu upaya hukum yaitu Peninjauan Kembali, 
pada prinsipnya Peninjauan Kembali yang dituangkan dalam Pasal 263 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pihak 
yang dapat mengajukan upaya hukum ini adalah terpidana atau ahli warisnya. 
Akan tetapi di Indonesia pernah terjadi, adanya fenomena hukum baru 
khusunya dalam pengajuan Peninjauan  Kembali dalam kasus Mochtar 
Pakpahan pengajuan Peninjauan Kembali diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum 
pada tanggal 18 Maret 1996 pada Kejaksaan Negeri Medan. 
Demikian halnya terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 17 
PK/Pid/2007 Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Peninjauan 
Kembali. Mahkamah Agung dalam putusan bernomor 17 PK/Pid/2007 tanggal 
16 Januari 2008 mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang 
diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kasus yang penulis angkat sebagai 
bahan kajian penulisan hukum yaitu dalam kasus korupsi dengan terpidana 
David Nusa Wijaya, dimana setelah dikeluarkannya putusan berkekuatan 
hukum tetap, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan Peninjauan 
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Kembali kepada Mahkamah Agung yang kemudian permohonan tersebut 
diterima. 
Dalam hal penerimaan permohonan Peninjauan Kembali terhadap 
kasus David Nusa Wijaya oleh Mahkamah Agung telah menimbulkan suatu 
pertanyaan, apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim mengabulkan 
permintaan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Peninjauan Kembali 
dengan berpegang pada Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP) yang telah mengatur secara tegas dan limitatif bahwa 
yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali adalah terpidana atau ahli 
warisnya, kemudian bagaimana putusan Peninjauan Kembali tersebut 
dikabulkan terhadap putusan bebas terhadap terdakwa, yang telah berkekuatan 
hukum tetap. 
Berbagai pertanyaan yang timbul menyebabkan adanya suatu telaah 
bahwa telah terdapat suatu tumbukan permasalahan hukum yaitu adanya 
kesalahan persepsi dalam melaksanakan suatu upaya hukum. Karena sesuai 
dengan tujuan hukum acara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) yaitu untuk  mencari kebenaran materiil dalam suatu 
peradilan pidana, yaitu hukum acara (pidana formil) mengatur tentang 
bagaiamana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk 
memidana dan menjatuhkan pidana, atau terdapat pada Pedoman Pelaksanaan 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dikeluarkan oleh 
Menteri Kehakiman. 
Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan 
mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebernaran materiil, ialah 
kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan 
menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan 
tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan 
suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan 
dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana 
telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan. 
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Dalam sistem peradilan di Indonesia. Peranan Hakim sangatlah 
berpengaruh dalam menentukan atau memutuskan suatu perkara yang 
dihadapinya. Terlihat dalam Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi :  “Hakim adalah pejabat peradilan 
Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”. Hakim 
selain memutuskan suatu perkara, Hakim juga berwenang untuk memeriksa 
dan memutus perkara peninjauan kembali. Hakim dalam menjalankan 
fungsinya berwenang bahkan itu sebagai tugas bahwa Hakim harus menjaga 
sebuah kehormatan suatu Putusan Mahkamah Agung.  
Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik 
untuk menelitinya dan menyusunnya kedalam penulisan hukum dengan judul  
“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN 
MEMUTUS PERKARA PENINJAUAN KEMBALI KORUPSI BLBI 
(STUDI PUTUSAN NOMOR 17 PK/PID/2007)”.  
 
B. PERUMUSAN MASALAH    
Perumusan masalah juga akan memudahkan penulis dalam 
pengumpulan data, menyusun data dan menganalisisnya, sehingga penelitian 
dapat dilakukan secara mendalam dan sesuai dengan sasaran yang telah 
ditentukan. Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian 
ini adalah : Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan 
memutus perkara peninjauan kembali korupsi BLBI dalam putusan No. 17 
PK/Pid/2007 ? 
 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan penelitian merupakan suatu target yang ingin dicapai dalam 
suatu penelitian sebagai suatu solusi atas masalah yang dihadapi (tujuan 
obyektif), maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subyektif). 




1. Tujuan Obyektif 
Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutus 
perkara peninjauan kembali korupsi BLBI. 
2. Tujuan Subyektif 
a.  Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dalam penelitian hukum 
khususnya dalam Hukum Acara Pidana dengan harapan bermanfaat di 
kemudian hari serta untuk meningkatkan kemampuan berfikir secara 
normatif penulis sebagai landasan argumen yang kuat bagi praktisi 
hukum. 
b.  Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan jelas sebagai bahan    
untuk menyusun penulisan hukum, sebagai persyaratan dalam 
memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta.  
c. Menerapkan ilmu dan teori – teori hukum yang telah penulis peroleh 
agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan 
masyarakat pada umunya. 
 
D. MANFAAT PENELITIAN 
Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas, juga diharapkan 
memberikan manfaat sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
 Mengetahui deskripsi secara jelas mengenai pertimbangan Hakim 
dalam memeriksa dan memutus perkara peninjauan kembali korupsi 
BLBI. 
2. Manfaat Praktis  
a. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan 
mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai 
bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.  
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b. Memberikan masukan bagi penulis mengenai ruang lingkup yang 
dibahas dalam penelitian ini sekaligus untuk mengetahui kemampuan 
penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.  
 
E. METODE PENELITIAN 
Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan 
memahami lingkungan–lingkungan yang dihadapi (Soerjono Soekanto, 
1986:6). Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan hukum ini 
maka digunakan metode penelitian tertentu yang sesuai. Adapun metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
1.  Jenis Penelitian 
Ditinjau dari jenisnya penelitian hukum yang penulis lakukan 
termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif 
adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 
pustaka atau bahan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu mengenai analisis 
pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara peninjauan 
kembali korupsi BLBI dalam putusan MA Nomor 17 PK/Pid/2007 
(Soerjono Soekanto, 2006 : 52).  
2.  Sifat Penelitian 
Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat preskriptif. 
Sebagai penelitian yang bersifat preskriptif, maka penelitian ini 
mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, 
konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 
2006 : 22). 
3.   Pendekatan Penelitian 
Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang 
dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 
subyek penelitian. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa 
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pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan 
informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk 
dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam 
penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), 
pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical 
approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan 
pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 
2006 : 93). 
Dari keempat pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan 
dengan penelitian hukum yang penulis angkat adalah pendekatan kasus 
(case approach). 
4.   Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder yaitu sejumlah data atau fakta atau keterangan yang digunakan 
oleh seseorang yang secara tidak langsung dan diperoleh melalui bahan-
bahan kepustakaan, terdiri dari literature, dokumen-dokumen, peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, laporan, desertasi, teori-teori dan 
sumber tertulis lainnya yang berkaitan dan relevan dengan masalah yang 
diteliti. 
5.   Sumber Data 
Sumber data yang digunakan berupa sumber data sekunder adalah 
bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku-buku, 
laporan, arsip dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti : 
a. Bahan hukum primer 
Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka 
yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun yang 
penulis gunakan adalah : 
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indanesia Tahun 1945. 
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
3)     Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana. 
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4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah 
Agung. 
5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 
6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman. 
7) Putusan Mahkamah Agung No.17 PK/Pid/2007. 
b. Bahan hukum sekunder 
 Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan 
penjelasan hukum primer yaitu buku-buku ilmiah yang berhubungan 
dengan permasalahan yang diteliti, hasil penelitian yang relevan dan 
buku-buku penunjang lain. 
c. Bahan hukum tersier 
 Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan 
petunjuk yaitu : kamus hukum, artikel internet dan lain-lain. 
6.   Teknik Analisis Data 
Analisis data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau 
memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan bahan hukum yang 
diperoleh kemudian diolah ke dalam pokok permasalahan yang diajukan. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deduksi. 
Metode deduksi merupakan mtode yang berpangkal dari pengajuan premis 
mayor yang kemudian diajukan premis minor, kemudian dari kedua 
premis tersebut ditarik suatu simpulan atau conclusion (Peter Mahmud 




F.   SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM 
Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika 
penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan karya 
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ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun 
sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :  
 
 
BAB I          PENDAHULUAN 
Pada bab I penulis memberikan gambaran awal tentang penelitian 
yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 
penulisan hukum yang digunakan untuk memberikan pemahaman 
terhadap isi penelitian ini secara garis besar. 
BAB II        TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab II diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka 
pemikiran. Kerangka teori meliputi tinjauan tentang hakim, 
tinjauan tentang mahkamah agung, tinjauan tentang tindak pidana 
korupsi, tinjauan tentang upaya hukum peninjauan kembali, 
tinjauan tentang asas kepastian hukum. 
BAB III       HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab III ini penulis menyajikan pembahasan tentang 
pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara 
peninjauan kembali korupsi BLBI. 
     BAB IV        PENUTUP 
Pada bab IV penulis kemukakan simpulan dan saran yang 
berdasarkan pembahasan dan jawaban atas rumusan masalah yang 
telah diuraikan. 
DAFTAR PUSTAKA 
Berisi sumber-sumber pustaka yang dikutip dalam penulisan hukum baik 





































A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Tentang Hakim  
a. Pengertian Hakim 
Pengertian hakim terdapat dalam Pasal 1 butir 8 Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang 
menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang 
diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Selain di 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 
pengertian Hakim juga terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang 
Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam 
pasal tersebut disebutkan bahwa hakim adalah hakim pengadilan di 
bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang 
melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan 
peradilan di bawah Mahkamah Agung. 
b. Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Hakim 
Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, tugas hakim 
adalah  menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila 
melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga 
keputusan yang diambilnya mencerminkan rasa keadilan bangsa 
dan masyarakat Indonesia. 
Untuk menegakkan hukum dan keadilan, seorang hakim 
mempunyai kewajiban-kewajiban atau tanggung jawab hukum. 
Kewajiban hakim sebagai salah satu organ lembaga peradilan 
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 
Kekuasaan Kehakiman.  
Hakim dalam menjalankan tugasnya memiliki tanggung 
jawab profesi. Tanggung jawab tersebut dapat dibedakan menjadi 
tiga jenis, yaitu : 
1) Tanggung jawab moral  
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Adalah tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai 
dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan 
kehidupan profesi yang bersangkutan (hakim), baik bersifat 
pribadi maupun bersifat kelembagaan bagi suatu lembaga 
yang merupakan wadah para hakim bersangkutan.  
2)  Tanggung jawab hukum  
Adalah tanggung jawab yang menjadi beban hakim 
untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan tidak 
melanggar rambu-rambu hukum.  
3) Tanggung jawab teknis profesi  
Adalah merupakan tuntutan bagi hakim untuk 
melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan 
kriteria teknis yang berlaku dalam bidang profesi yang 
bersangkutan, baik bersifat umum maupun ketentuan 
khusus dalam lembaganya. 
c. Pengertian Kekuasaan Kehakiman 
Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, 
seperti yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
yaitu bahwa “Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang 
merdeka, artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan 
kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan 
jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim”. 
Hal ini berarti bahwa kedudukan para hakim harus dijamin oleh 
undang-undang. 
Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim yang 
memimpin jalannya persidangan harus aktif bertanya dan memberi 
kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat 
hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada 
penuntut umum. Dengan demikian diharapkan kebenaran materil 
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akan terungkap, dan hakimlah yang bertanggung jawab atas segala 
yang diputuskannya. 
Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan 
masalah bagaimana hakim dapat menemukan hukum berdasarkan 
keyakinannya dalam menangani suatu perkara. Kebebasan hakim 
dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum. 
Tetapi untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada 
yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal yang biasa disebut 
dengan doktrin.  
Hakim tidak memihak berarti juga bahwa hakim itu tidak 
menjalankan perintah dari pemerintah. Bahkan jika harus 
demikian, menurut hukum hakim dapat memutuskan menghukum 
pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti kerugian yang 
tercantum dalam KUHAP (Andi Hamzah, 2005 : 99-101). 
2. Tinjauan Tentang Mahkamah Agung 
a. Pengertian Mahkamah Agung 
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang 
Mahkamah Agung, menegaskan bahwa Mahkamah Agung adalah 
salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, 
ditentukan pula Mahkamah Agung mempunyai wewenang mengadili 
pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah 
undang-undang, dan kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-
undang. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu 
prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini 
menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan 
pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam 
menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidak berpihakan 
kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan. 
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b. Kewenangan Mahkamah Agung 
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Mahkamah Agung 
merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan 
peradilan, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan : 
1) Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan 
pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan 
peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung; 
2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang undang 
terhadap undang-undang; dan 
3) Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. 
Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang 
Perubahan atas Nomor 15 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 
disebutkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang : 
1) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 
terhadap undang-undang. 
2) Menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah 
undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak 
memenuhi ketentuan yang berlaku. Putusan mengenai tidak sahnya 
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada 
tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada 
Mahkamah Agung. Peraturan perundang-undangan yang 
dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam Berita Negara 
Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan. 
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c. Fungsi Mahkamah Agung Dalam Peninjauan Kembali 
 Permohonan peninjauan kembali merupakan upaya hukum 
luar biasa karena sebenarnya lembaga ini bertentangan dengan asas 
kepastian hukum. Prinsip asas kepastian hukum menentukan 
bahwa putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (gezag 
van gewijsde) tidak bisa diubah lagi. Asas kepastian hukum itu 
disebut nebis in idem, artinya tidak boleh terjadi dua kali putusan 
terhadap satu kasus yang sama antara dua pihak yang sama (Fungsi 
Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-hari, Henry P. 
Panggabean, 109). 
Peninjauan Kembali disebut sebagai upaya hukum luar biasa 
karena undang-undang memberi kesempatan untuk mengajukan 
peninjauan kembali dengan segala persyaratan yang ketat untuk 
itu. Ketatnya persyaratan untuk itu adalah untuk menerapkan asas 
keadilan terhadap pemberlakuan asas kepastian hukum, karena itu 
peninjauan kembali berorientasi pada tuntutan keadilan. Putusan 
hakim adalah karya manusia yang tidak luput dari kekhilafan 
hakim secara manusiawi. Fungsi Mahkamah Agung dalam 
peradilan peninjauan kembali adalah mengadakan ketidak adilan 
karena kesalahan dan kekhilafan hakim (Fungsi Mahkamah Agung 
Dalam Praktek Sehari-hari, Henry P. Panggabean, 109-110). 
3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi 
Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin Corruptie atau 
corruptus. Selanjutnya disebutkan bahwa corruptio itu berasal dari 
kata corrumpore, suatu kata latin yang tua. Dari bahasa Latin inilah 
turun kebanyak bahasa Eropa, seperti Inggris: Corruption, corrupt; 
Prancis: Corruption; dan Belanda Corruptie (korruptie) (Lilik 
Mulyadi, 2000 : 16).  
Berdasarkan Ensiklopedia Indonesia Korupsi adalah gejala di 
mana para pejabat badan-badan negara menyalahgunakan terjadinya 
penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Sedangkan arti 
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harafiah dari korupsi dapat berupa: kejahatan, kebusukan, dapat 
disuap, tidak bermoral, kebejadan dan ketidakjujuran, perbuatan yang 
buruk seperti  penggelapan uang, penerimaan uang  sogok dan 
sebagainya, perbuatan yang kenyataan yang menimbulkan keadaan 
yang bersifat buruk, penyuapan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran, 
sesuatu yang dikorup, sepereti kata yang diubah atau diganti secara 
tidak tepat dalam satu kalimat, pengaruh-pengaruh yang korup (Lilik 
Mulyadi, 2000 : 16). 
Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum di 
Indonesia dalam Peraturan Penguasa Perang Nomor 
Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. 
Kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang Nomor 
24/Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak 
Pidana Korupsi. Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan 
oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 
digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan 
mulai berlaku efektif paling lambat 2 (dua) tahun kemudian (16 
Agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001. 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi 
dan nepotisme. Dimana korupsi belum ditegaskan dengan baik, 
menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum paling sedikit akan 
ditentukannya oleh empat faktor, peraturannya, aparat, prasarana dan 
budaya hukum masyarakat. Keempat faktor ini saling berkaitan satu 
sama lain, bila peraturan baik telah cukup memadai mengatur segala 
hal yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, tapi 
manakala aparat memegang peranan penting. Tersedianya fasilitas 
yang juga akan turut menentukan keberhasilan pemberantasan korupsi, 
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tanpa tercukupinya fasilitas untuk menunjang tugas dan fasilitas di 
rumah, maka penegak hukum tidak dapat menjamin dirinya bersih dari 
godaan dan cobaan. Demikian juga halnya dengan budaya masyarakat 
kita yang belum begitu menghargai budaya patuh pada hukum. 
4. Tinjauan Tentang Upaya Hukum Peninjauan Kembali  
a. Pengertian Peninjauan Kembali 
Upaya Hukum Peninjauan Kembali merupakan Upaya Hukum 
Luar Biasa, karena dalam Peninjauan Kembali ini yang ditinjau adalah 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 
seperti yang dijelaskan dalam Pasal 263 ayat ( 1 ) Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bahwa terhadap putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali 
putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau 
ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali 
kepada Mahkamah Agung ( M. Yahya Harahap, 2002 : 593 ). Andi 
Hamzah dan Irdan Dahlan memberikan definisi: Peninjauan Kembali, 
yaitu hak terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan pengadilan 
yang telah menjadi tetap, sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian 
hakim dalam menjatuhkan putusannya. Andi Hamzah membatasi 
subjek pengaju atau pemohon Peninjauan Kembali merupakan hak 
semata dari terpidana manurut pengertian tersebut atau hak bahwa 
Peninjauan Kembali bukan merupakan hak Jaksa Penuntut Umum, 
apalagi upaya jaksa tersebut memohonkan Peninjauan Kembali 
seseorang yang telah diputus pengadilan secara tanpa pemidanaan. 
Berdasar uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Peninjauan 
Kembali memiliki unsur-unsur yang sangat limitatif sebagai berikut : 
1) Meninjau Kembali. 
2) Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. 
3) Tidak merupakan putusan bebas atau putusan lepas. 
4) Ditujukan untuk terpidana atau ahli warisnya. 
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b. Proses Acara Peninjauan Kembali 
1) Alasan Peninjauan Kembali 
Ketentuan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 263 ayat (2) : 
(a)    Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan 
kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu 
sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan 
bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau 
tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau 
terhadap perkara itu diterapkan tuntutan pidana yang 
lebih ringan. Bukti baru atau disebut juga novum 
merupakan satu dari alasan limitatif untuk pengajuan 
Peninjauan Kembali. 
(b)   Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan 
bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan 
sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah 
terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang 
lain. 
(c)    Apabila putusan itu telah dengan jelas memperlihatkan 
suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata. 
(d)   Apabila dalam suatu putusan, suatu perbuatan yang 
didakwakan telah dinyatakan terbukti, tetapi tidak diikuti 
oleh suatu pemidanaan. Ketentuan ini terdapat dalam 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana Pasal 263 ayat (93). 
2) Tata cara mengajukan Peninjauan Kembali 
(a) Permintaan diajukan kepada panitera 
Pemohon mengajukan permintaan kepada penitera 
Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu pada tingkat 
pertama. Pengadilan negeri selanjutnya akan meneruskan 
permintaan itu kepada Mahkamah Agung. Permintaan 
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Peninjauan Kembali pada prinsipnya diajukan secara 
tertulis dan boleh juga diajukan secara lisan, dengan 
menyebutkan alasan-alasan yang mendasari permintaan 
Peninjauan Kembali. 
(b) Panitera membuat Akta permintaan Peninjauan Kembali 
Untuk pertanggungjawaban yuridis panitera 
Pengadilan Negeri yang menerima permohonan 
permintaan mencatat dalam sebuah surat keterangan yang 
lazim disebut “akta permintaan Peninjauan Kembali”. 
Akta atau surat keterangan ditandatangani oleh panitera 
dan pemohon, kemudian akta tersebut dilampirkan dalam 
berkas perkara. 
(c) Tenggang waktu mengajukan permintaan Peninjauan 
Kembali 
Mengenai tenggang waktu mengajukan permintaan 
Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 264 ayat (93) 
yang menegaskan bahwa permintaan adalah ada atau 
tidak alasan yang mampu mendukung permintaan 
Peninjauan Kembali 
3) Putusan Peninjauan Kembali 
(a) Putusan pemidanaan, yaitu putusan yang berisi 
penjatuhan pidana atau putusan yang berisi penghukuman 
atau putusan yang berupa pernyataan salah terhadap 
terdakwa, yang terdapat dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  jo. 
Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP). 
(b) Putusan bebas, hakim akan memutus bebas jika kesalahan 
terdakwa tentang melakukan perbuatan yang didakwakan 
kepadanya tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan, 
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yang terdapat dalam Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
(c) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan ini 
dijatuhkan jika perbuatan terdakwa yang terbukti itu 
bukan merupakan suatu tindak pidana, atau hilang sifat 
melawan hukumnya perbuatan karena dibenarkan oleh 
undang-undang Pasal 191 Ayat (2) Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
5. Tinjauan Tentang Asas Kepastian Hukum 
Asas merupakan suatu alam pikiran, yang melatarbelakangi 
pembentuk norma hukum. Sedangkan asas hukum adalah cita-cita 
suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir 
untuk menciptakan norma hukum (Chainur Arrasjid, 2000 : 36-37). 
Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab 
secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif 
adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti 
karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak 
menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian 
menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak 
berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang 
ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi 
norma, reduksi norma atau distorsi norma. 
Demi menegakkan adanya kepastian hukum (rechts-zeker-
heids), baik ditinjau dari kepentingan orang yang dituntut maupun dari 
kepentingan orang yang dituntut maupun dari peraturan itu sendiri. Hal 
ini perlu ditegaskan karena dengan dituntutnya seorang tersangka 
maka diharapkan nasibnya menjadi jelas apakah yang bersangkutan 
telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana hasil penyidikan 
atau dibebaskan oleh pengadilan karena tidak terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana. Apabila tidak dilakukan suatu penuntutan, 
maka secara tidak langsung tersangka nasibnya menjadi terkatung-
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katung karena tidak adanya kepastian hukum (Lilik Mulyadi, 2000 : 
91). 
 

















 Keterangan kerangkan pemikiran : 
 Suatu putusan Hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap 
dimungkinnya diajukannya suatu upaya hukum. Upaya hukum terakhir 
yang dapat dilakukan adalah Peninjauan Kembali. Pengaturan mengenai 
pengajuan Peninjauan Kembali secara teoritik terdapat dalam Pasal 263 
ayat (1) KUHAP yaitu pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali 
Ketentuan Pasal 263 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Peninjauan Kembali 
Jaksa Penuntut Umum 
Terdakwa 
Ketentuan Pasal 28 ayat (1) 
Hakim wajib menggali, 
mengikuti dan memahami 





Ketentuan Pasal 263 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 
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adalah terpidana atau ahli warisnya yang memperoleh pemidanaan. 
Sedangkan dalam putusan bebas tidak dapat diajukan suatu Peninjauan 
Kembali, karena upaya hukum ini diperuntukkan sebagai upaya hukum 
terakhir terpidana apabila merasa belum tercapainya suatu keadilan 
kepadanya. Namun dalam praktek peradilan di Indonesia sekarang ini, 
Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan Peninjauan Kembali terhadap 
terdakwa yang sifatnya memberatkan. Hal ini berdasarkan atas 
yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu sejak dikeluarkannya putusan 
Nomor 55 PK/Pid/1996 dalam kasus Muchtar Pakpahan.  
Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengetahui tentang 
bagaimana upaya pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutus 















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Pertimbangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Peninjauan 
Kembali Korupsi BLBI dalam Putusan No. 17 PK/Pid/2007. 
1. Identitas Terdakwa 
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Nama    : DAVID NUSA WIJAYA al. NG TJUEN WIE 
tempat lahir   : Jakarta 
umur / tanggal lahir  : 40 tahun/27 September 1961 
jenis kelamin   : Laki-laki 
kebangsaan   : Indonesia 
tempat tinggal   : Jl. Wijayakarta III No.5 B Mampang, Jak.Sel. 
Agama    : Budha 
Pekerjaan   : Mantan Direktur utama PT. Bank Umum Servitia 
2. Kasus Posisi 
Kasus ini berawal pada tanggal 23 Juni 1998 dimana DAVID 
NUSA WIJAYA alias NG TJUEN WIE sebagai Direktur Utama PT. Bank 
Umum Servitia Tbk, yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang 
Saham PT. Bank Umum Servitia Tbk, tanggal 23 Juni 1998 yang 
dituangkan pada Akte Notaris Adam Kasdarmadji, SH No.93 tanggal 23 
Juni 1998 secara bersama-sama dengan WIRYATIN NUSA Kepala 
Cabang Kantor Pusat Operasional (KPO) PT. Bank Umum Servitia Tbk, 
yang berkas perkaranya akan diajukan secara terpisah atau masing-masing 
bertindak secara sendiri-sendiri, pada waktu dan tempat seperti diuraikan 
dalam dakwaan pertama dengan melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang secara 
langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan atau 
perekonomian Negara, atau yang diketahui atau patut disangka olehnya 
bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian 
Negara sebanyak Rp.1.291.530.307.776,84,- (satu trilyun dua ratus 
sembilan puluh satu milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh ribu 
tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh empat sen) yang 
dilakukan beberapa kali yang merupakan gabungan beberapa perbuatan 
yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. 
Tanggal 22 Desember 1998 sampai dengan tanggal 8 Februari 
1999 DAVID NUSA WIJAYA dalam kedudukannya selaku Direktur 
Utama PT. Bank Umum Servitia Tbk, telah menghimpun dana dari Bank 
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lain (PUAB) yaitu dari Bank Sanho kemudian membayarkan kembali 
berikut bunga yang seluruhnya sebanyak Rp.988.265,055.555,56 
(sembilan ratus delapan puluh delapan milyar dua ratus enam puluh lima 
juta lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah lima puluh 
enam sen ) yang pada saat itu PT. Bank Umum Servitia, Tbk. dalam 
keadaan saldo debet sehingga mengurangi saldo debet pada rekeningnya 
dengan maksud memperoleh dan menggunakan dana bantuan likuiditas 
Bank Indonesia untuk pembayaran kembali kewajibannya, untuk itu 
DAVID NUSA WIJAYA menerbitkan 34 Nota Kredit dan diserahkan 
kepada Bank Sanho yang berarti menambah jumlah penggunaan fasilitas 
saldo debet berupa BLBI pada rekening PT. Bank Umum Servitia Tbk, di 
Bank Indonesia, sehingga memperkaya diri DAVID NUSA WIJAYA atau 
orang lain atau suatu badan yaitu PT. Bank Umum Servitia Tbk, sebanyak 
Rp988.265.055.555,56 (sembilan ratus delapan puluh delapan milyar dua 
ratus enam puluh lima juta lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima 
rupiah lima puluh enam sen). Untuk maksud tersebut DAVID NUSA 
WIJAYA telah menerbitkan 34 (tiga puluh empat) Nota Kredit PT. Bank 
Umum Servitia Tbk, sebesar Rp.988.265.055.555,56 kepada Bank Sanho 
seperti diuraikan diatas, sedangkan DAVID NUSA WIJAYA mengetahui 
bahwa penggunaan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia tersebut tidak 
diperuntukkan membayar kepada pihak terkait. 
3. Dakwaan 
Pertama :  Melanggar Pasal 1ayat (1) sub b jo Pasal 28 jo Pasal 34 c Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 
ayat (1) jo Pasal 1 ayat (2) KUHP jo Undang- Undang Nomor 31 
Tahun 1999 ; 
      ATAU 
Kedua  :   Melanggar Pasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 jo Pasal 34 c 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Undang-Undang No.31 
Tahun 1999 jo Pasal 1 ayat (2) Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal ayat 
(1) KUHP. 
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4. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat 
Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 Maret 
2002 No.504/Pid.B/2001/PN.Jkt.Bar yang amar lengkapnya sebagai 
berikut : 
1. Menyatakan Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA alias NG TJUEN 
WIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “KORUPSI”. 
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) 
tahun. 
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar 
Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan 
kurungan. 
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada 
Negara sebesar Rp.1.291.530.307.776,84,- (satu trilyun dua ratus 
sembilan puluh satu milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus 
tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh empat 
sen). 
5. Menetapkan pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan 
seluruhnya dengan masa penahanan Terdakwa. 
6. Menyatakan barang bukti berupa : 
6.1. Surat-surat nomor urut I, II, III dikembalikan kepada Penuntut 
Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain. 
6.2. Surat-surat tanah dan bangunan, tanah dan bangunan sesuai 
daftar barang bukti nomor urut IV, V dan VI dirampas untuk 
Negara. 
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp.5.000,-(lima ribu rupiah). 
5.  Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta 
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.67/Pid/2002/PT.DKI 
tanggal 12 Agustus 2002 yang amar lengkapnya sebagai berikut : 
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1. Menyatakan Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA alias NG TJUEN 
WIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana "KORUPSI". 
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) 
tahun. 
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar 
Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila 
denda itu tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 
6 (enam) bulan. 
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada 
Negara sebesar Rp.1.291.530.307.776,84,- ( satu trilyun dua ratus 
sembilan puluh satu milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus 
tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh empat 
sen). 
5. Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan kepada 
Terdakwa tersebut. 
6. Menyatakan barang bukti berupa : 
a. Surat-surat nomor urut I, II, III dikembalikan kepada Penuntut 
Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain. 
b. Surat-surat tanah dan bangunan, tanah dan bangunan sesuai 
daftar barang bukti nomor urut IV, V dan VI dirampas untuk 
Negara. 
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua 
tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- 
(lima ribu rupiah). 
6.  Putusan Mahkamah Agung 
Membaca putusan Mahkamah Agung RI No.830 K/Pid/2003 tanggal 
23 Juli 2003 yang amar lengkapnya sebagai berikut : 
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa 
DAVID NUSA WIJAYA al. NG TJUEN WIE tersebut; 
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Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12 Agustus 
2002 No.67/Pid/2002/PT.DKI jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 
tanggal 11 Maret 2002 No.504/Pid.B/2001/PN.Jkt.Bar 
 
MENGADILI SENDIRI 
1. Menyatakan Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA alias NG TJUEN WIE 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana "Korupsi dilakukan secara bersama-sama". 
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) 
tahun. 
3. Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa, 
dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan kepada 
terdakwa tersebut. 
4. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.30.000.000,- 
(tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda itu tidak dibayar, 
diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan. 
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara 
sebesar Rp.1.291.530.307.776,84,- ( satu trilyun dua ratus sembilan 
puluh satu milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh ribu tujuh 
ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh empat sen). 
6. Menyatakan barang bukti berupa : 
a. Surat-surat nomor urut I, II, III dikembalikan kepada Penuntut 
Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain. 
b. Surat-surat tanah dan bangunan, tanah dan bangunan sesuai daftar 
barang bukti nomor urut IV, V dan VI dirampas untuk Negara. 
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua 
tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima 
ribu rupiah). 
7. Alasan-Alasan Terpidana Mengajukan Peninjauan Kembali 
a) Adanya keadaan baru (novum) yang belum diketahui pada 
pemeriksaan Persidangan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 
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263 ayat (2) a Pasal 263 ayat (2) a KUHAP. Adanya dan 
diketemukan keadaan baru (Novum), yang jika keadaan itu sudah 
diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa 
putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau 
tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu 
diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Bahwa Pemohon 
PK/Terpidana, dalam kedudukannya selaku direktur utama PT. Bank 
Umum Servitia, Tbk ("BUS"), dinyatakan terbukti, melakukan tindak 
pidana yang terjadi dalam tahun 1998 sampai 1999, sehubungan 
dengan ketiga transaksi BUS yaitu: 
- Penerbitan nota kredit untuk pelunasan call money (transaksi 
PUAB) Bank Sanho (transaksi PUAB) sejumlah Rp 
988.265.055.555,56; 
- Penerbitan Negotiable Certificate Deposite (NCD) PT. Bank 
Dagang Bali dan PT. Bank Eksekutif sejumlah Rp 
277.665.252.221,28; 
- Pencairan kredit kepada PT. Mitra Rona Wana Sejahtera sejumlah 
Rp 25.600.000.000.  
Bahwa Pemohon PK mendapatkan bukti baru, yaitu Laporan 
Keuangan PT. Bank Umum Servitia, Tbk tanggal 31 Desember 2003 
dan 2002 yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Djoko, 
Ikah, Sutrisno ("Laporan Keuangan"). 
KEWAJIBAN KEPADA BANK INDONESIA Akun ini terdiri 
dari: 2003 2002  Akun ini terdiri dari: 
- Fasilitas Diskonto Rp 441.393.462.500 441.393.462.500 
- Giro Debet (BLBI) Rp1.248.180.322.849 1.248.180.322.849 
Bahwa berdasarkan Catatan Laporan Keuangan butir 4 huruf m 
halaman 16 dan butir 36 halaman 42 Laporan  Keuangan BUS, 
terdapat dua macam BLBI, yaitu : 
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1) Saldo BLBI yang terjadi dan dialihkan pada tahun 1999 yang 
jumlahnya telah diverifikasi oleh Bank Indonesia adalah Rp 
361.976.074.127; dan  
2) BLBI yang masih diberikan oleh Bank Indonesia setelah tanggal 
pengalihan ke BPPN sampai tahun 2003 yang dicatat sebagai 
Hutang atau Kewajiban Kepada Bank Indonesia (BLBI), namun 
belum/tidak termasuk BLBI yang telah diverifikasi oleh Bank 
Indonesia, sejumlah Rp 1.248.180.322.849 dan fasilitas diskonto 
sejumlah 441.393.462.500; 
Berdasarkan seluruh uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa : 
1. Laporan Keuangan BUS tanggal 31 Desember 2003 dan 2002 yang 
disusun oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Djoko, Ikah, Sutrisno 
("Laporan Keuangan") merupakan novum sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 263 ayat (2) a KUHAP.  
2. Berdasarkan Novum terbukti bahwa: 
a. Tidak ada penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada pada 
David Nusa Wijaya karena jabatan atau kedudukannya sehubungan 
dengan transaksi menghimpun dana dan bank lain (PUAB), 
penerbitan NCD dan Pencairan Kredit, 
b. Seluruh akibat transaksi BUS berkaitan dengan transaksi PUAB, 
penerbitan NCD dan Pencairan Kredit telah dibebankan kepada 
BUS sebagai badan hukum dan pemegang saham dan BUS serta 
pemegang sahamnya telah menyerahkan seluruh aset-asetnya 
sebagai pelaksanaan tanggungjawab atas kewajibannya tersebut.  
c. Saldo BLBI yang diterima BUS pada tahun 1999 adalah 
sebagaimana yang telah dialihkan kepada BPPN sejumlah Rp 
361.976.074.127.  
d. Transaksi menghimpun dana dari bank lain (PUAB), penerbitan 
NCD dan Pencairan Kredit tidak merugikan keuangan negara atau  
perekonomian negara.  
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b) Adanya Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata 
Pasal 263 ayat (2) c KUHAP. 
"Adanya Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang 
Nyata"  Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 
830 K/Pid/2003,tanggal 23 Juli 2003 Jo Putusan Pengadilan Tinggi 
DKI Jakarta No. 67/Pid/2002/PT.DKI, tanggal 20 Mei 2002. Jo 
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 
504/Pid.B/2001/PN.JKT.BRT) tanggal 11 Maret 2002 dengan jelas 
telah mebuktikan adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan 
yang nyata. Hal. 34 dari 58 hal. Put. No.17 PK/Pid/2007 Pengertian 
kekhilafan menurut teori dan praktek hukum adalah salah atau cacat 
pertimbangan atau perbuatan (an error or defect of judgement or of 
conduct). Atau dengan kata lain berarti pertimbangan putusan yang 
diambil tidak sempurna (incomplete judgement). Atau bisa juga 
diartikan putusan atau tindakan yang diambil atau dilakukan, 
menyimpang dari ketentuan yang semestinya (any deviation). Bahkan 
pertimbangan yang ringkas (shortcoming) yang tidak cermat dan 
menyeluruh, dikualiiikasikan sebagai putusan yang mengandung 
kekhilafan. Oleh karena itu, kurang cermat dan kurang hati-hati 
mempertimbangkan semua faktor dan aspek yang relevan dan urgen 
dikualifikasi sebagai kekhilafan yang mengabaikan pelaksanaan fungsi 
mengadili dan memutus perkara; Berdasar pengertian kekhilafan yang 
dikemukakan, patokan yang harus dipegang adalah meneliti dengan 
seksama apakah putusan kasasi yang dimohonkan peninjauan kembali 
sekarang telah seksama dan cermat serta hati-hati mempertimbangkan 
semua faktor dan elemen relevan dan urgen secara integral dan 
komprehensif sehingga pendapat dan kesimpulan hukum yang ditarik 
tidak keliru, cacat atau menyimpang dari yang semestinya. (Vide 
Putusan MA No. 279/PKlPdt/1992). Dikaitkan dengan isi Putusan 
Mahkamah Agung NO.830 K/PID/2003 tanggal 23 Juli 2003 dalam 
perkara Pemohon PK, ternyata dalam Putusan tersebut ditemukan 
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adanya pertimbangan hukum yang cacat atau menyimpang dari 
ketentuan yang semestinya (defect and deviation judgement) 
sebagaimana akan dikemukakan di bawah ini.  
Menimbang, bahwa terlepas dan alasan-alasan kasasi tersebut 
di atas majelis hendak memberikan pertimbangan sebagai berikut:  
Bahwa oleh karena Judex Factie telah membuktikan Terdakwa telah 
dinyatakan terbukti dengan sah dan meyakinkan atas dakwaan pertama 
tersebut dan pertimbangan mana sudah tepat dan benar, sehingga 
Terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan BLBI secara 
bersamasama dengan Saudara Wiryatin Nusa selaku Kepala Cabang 
KPO (Kantor Pusat Operasi) PT. Bank Umum Servitia Tbk tersebut;  
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukd tersebut 
adalah tindak pidana korupsi yang mana diancam maximum hukuman 
mati atau hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara sedangkan 
pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah 4 tahun 
penjara adalah tidak selaras dan sebanding dengan pidana korupsi 
tersebut, seharusnya Judex Facti memberikan hukuman bersifat 
mendidik (edukatif dan preventif serta sepatutnya setimpal dengan 
perbuatannya yang terbukti tersebut; 
Menimbang, bahwa oleh karena itu amar putusan Pengadilan 
Tinggi tersebut perlu diperbaiki mengenai kwalifikasi kejahatan serta 
hukumnya, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana 
tercantum di bawah ini; 
Menimbang, bahwa majelis hendak memberikan pertimbangan 
tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman 
Terdakwa;   
Hal-hal yang memberatkan: 
1. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan 
negara triliunan rupiah; 
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyinggung perasaan 
masyarakat; 
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3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kemauan 
pemerintah yang hendak mengikis korupsi dan KKN tersebut; Hal. 
36 dari 58 hal. Put. No.17 PK/Pid/2007  
Hal-hal yang meringankan: 
1. Terdakwa belum pernah dihukum; 
2. Terdakwa selama persidangan tidak mempersulit pemeriksaan;  
Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/ Terdakwa 
tetap dihukum maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya 
perkara dalam tingkat kasasi ini; Memperhatikan Undang-Undang No, 
14 Tahun 1970, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang 
No. 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang No.3 Tahun 1971 jo Undang-
Undang No.31 Tahun 1999; Mengadili....... dst." 
c) Kekhilafan atau Kekeliruan Yang Nyata dalam pertimbangan 
hukum Putusan a quo terhadap Keberatan Kasasi ke-1 tentang 
tidak diterapkannya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 197 
ayat (1) huruf d KUHAP. 
a. Bahwa Judex Juris dengan pertimbangannya yang sumir langsung 
saja menyatakan bahwa keberatan kasasi ke-1 tidak dapat 
dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan 
hukum; 
b. Bahwa dalam hal ini Judex Juris mengulangi kekeliruan yang sama 
yang telah dilakukan oleh Judex Factie di tingkat Pengadilan 
Pertama dan di tingkat Pengadilan Banding; 
A. Bahwa Majelis hakim telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan 
yang nyata dalam pertimbangan hukum Putusan a quo, dengan 
alasan-alasan hukum sebagai berikut: 
(1) Bahwa Majelis Hakim telah keliru/khilaf dalam menilai 
perbuatanperbuatan yang didakwakan kepada David Nusa 
Wijaya terbukti merupakan penyalahgunaan dana BLBI yang 
memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi ex Pasal 1 ayat 
(1) subbUUNo. 3Tahun 1971; 
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(2) Bahwa Majelis Hakim telah keliru/khilaf dengan tidak 
mempertimbangkan bahwa penyaluran BLBI oleh pemerintah 
pada Hal. 37 dari 58 hal. Put. No.17 PK/Pid/2007 periode 
1997-1999 kepada sektor perbankan merupakan suatu 
kebijakan (policy) pemerintah untuk mengatasi krisis 
ekonomi sebagaimana tertuang dalam Surat Sekretariat 
Negara Nomor R- 183/M Sesneg/12/1997 tertanggal 27 
Desember 1997, yang antara lain berbunyi: "......... bahwa 
Bapak Presiden menyetujui saran Direksi Bank Indonesia 
untuk mengganti saldo debet bank yang ada harapan sehat 
dengan SBPU khusus...... Bapak Presiden menilai langkah 
tersebut perlu dilakukan, untuk menjaga agar tidak banyak 
bank pada tutup tahun sekarang ini yang terpaksa ditutup dan 
dinyatakan bangkrut......."(vide BuktiPK- 4);  
(3)   Bahwa dalam hal pengucuran BLBI khususnya kepada Bank 
Umum Servitia, Pemohon PK tidak dalam posisi sebagai 
pemohon bantuan likuiditas, tetapi lebih dalam posisi sebagai 
pihak yang terpaksa menerima BLBI, bahkan Pemohon PK 
tidak memiliki otoritas untuk menolaknya (vide J, Soedradjad 
Djiwandono, dalam buku "Mengelola Bank Indonesia Dalam 
masa Krisis", Jakarta: LP3ES, 2001, hal. 246- 249),  
(4) Bahwa Majelis Hakim telah keliru/khilaf dengan tidak 
mempertimbangkan bahwa perbuatan-perbuatan yang 
didakwakan kepada Pemohon PK yaitu: penerbitan Nota 
Kredit (NK), penerbitan Negotiable Certificate of Deposit 
(NCD), dan realisasi pencairan kredit kepada nasabah debitur 
PT Mitra Rona Wana Sejahtera (FT MRWS) berdasarkan 
komitmen lama, pada periode yang didakwakan adalah tidak 
menambah saldo debet Bank Umum Servitia di BI (vide bukti 
BDPP- C5),  
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(5)  Bahwa Majelis Hakim telah keliru/khilaf dengan 
mengabaikan fakta bahwa Pemohon PK selaku salah satu 
pemegang saham Bank Umum Servitia telah mengikat 
perjanjian PKPS-APU dengan pemerintah cq BPPN dan telah 
menyerahkan asset-asset yang dimilikinya guna penyelesaian 
hutang BLBI yang telah diterima Bank Umum Servitia secara 
perdata; 
B. Kekhilafan atau Kekeliruan Yang Nyata dalam pertimbangan 
hukum Putusan a quo terhadap Keberatan Kasasi ke-2 tentang 
tidak diterapkannya atau kekeliruan penerapan hukum pembuktian 
Pasal 183 Hal. 38 dari 58 hal. Put. No.17 PK/Pid/2007 s/d 189 
KUHAP dalam kaitan dengan ketentuan Bank Indonesia yaitu SK 
Direksi No. 31/32/Kep/Dir tanggal 29 Mei 1998 dan surat-surat 
permohonan yang dibuat BUS kepada Bank Indonesia untuk setiap 
kali akan menerbitkan Nota Kredit (NK):  
1.  Bahwa Judex Juris tanpa memeriksa secara mendalam 
tentang keberatan kasasi ke-2 langsung saja menyatakan 
bahwa keberatan  tersebut tidak dapat dibenarkan karena 
keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang 
bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan;  
2.  Bahwa dalam hal ini Judex Juris mengulangi kekeliruan yang 
sama yang telah dilakukan oleh Judex Factie di tingkat 
Pengadilan Pertama dan di tingkat Pengadilan Banding;   
3.  Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekhilafan atau 
kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum Putusan a 
quo. 
C. Kekhilafan atau Kekeliruan Yang Nyata dalam pertimbangan 
Putusan a quo terhadap Keberatan Kasasi ke-3 tentang kesalahan 
penafsiran unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau suatu badan dalam kaitan dengan penerbitan NCD 
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dan pencairan kredit PT MRWS:  Hal. 40 dari 58 hal. Put. No.17 
PK/Pid/2007 
a.  Bahwa fudex Juris dengan pertimbangannya yang sumir 
langsung saja menyatakan bahwa keberatan kasasi ke-3 tidak 
dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factie tidak salah 
menerapkan hukum; 
b. Bahwa dalam hal ini Judex Juris mengulangi kekeliruan yang 
sama yang telah dilakukan oleh Judex Factie di tingkat 
Pengadilan Pertama dan di tingkat Pengadilan Banding;  
c. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekhilafan atau 
kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum Putusan a 
quo, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:  
(1) Bahwa Majelis Hakim telah keliru/khilaf menyimpulkan 
bahwa perbuatan penerbitan NCD dan pencairan kredit PT 
MRWS adalah telah memenuhi unsur dengan tujuan 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 
badan dengan tidak mempertimbangkan bahwa penerbitan 
NCD dan pencairan kredit PT MRWS adalah merupakan 
transaksi perbankan sehari-hari yang dilakukan oleh bank 
dalam peranan intermediasi, yaitu mengumpulkan 
kelebihan dana (idle) dari masyarakat dan kemudian 
menyalurkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan 
dalam bentuk pinjaman (kredit);  
(2)  Bahwa Majelis Hakim telah keliru/khilaf dengan tidak 
mempertimbangkan bahwa penerbitan NCD merupakan 
salah satu upaya yang dapat dilakukan bank untuk 
mengatasi tekanan "rush "dan kesulitan likuiditas;  
(3) Bahwa Majelis Hakim telah keliru/khilaf dengan tidak 
mempertimbangkan bahwa pencairan kredit PT MRWS 
merupakan pelaksanaan komitmen lama yang telah ada 
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jauh sebelum Bank Umum Servitia dilanda kesulitan 
likuiditas;  
D. Kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum 
Putusan a quo terhadap keberatan kasasi ke-4 tentang kesalahan 
penerapan hukum dengan telah salah menafsirkan unsur menyalah 
Hal. 42 dari 58 hal. Put. No.17 PK/Pid/2007 gunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dalam 
kaitan dengan penerbitan 34 NK dan posisi saldo debet bank yang 
tidak bertambah.  
1.  Bahwa Judex Juris dengan pertimbangannya yang sumir 
langsung saja menyatakan bahwa keberatan kasasi ke-4 tidak 
dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factie tidak salah 
menerapkan hukum;  
2. Bahwa dalam hal ini Judex Juris mengulangi kekeliruan yang 
sama yang telah dilakukan oleh Judex Factie di tingkat 
Pengadilan Pertama dan di tingkat Pengadilan Banding; 
3.  Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekhilafan atau 
kekeliruan yang nyata dalam peitimbangan hukum Putusan a 
quo.  
d) Kekhilafan atau Kekeliruan Yang Nyata dalam pertimbangan 
hukum Putusan A Quo tentang hal-hal yang memberatkan dalam 
kaitan dengan ancaman pidana maksimal dalam Undang-undang 
No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Korupsi. 
a.  Bahwa dalam pertimbangan Putusan A Quo halaman 28, Judex 
Juris mempertimbangkan sebagai berikut: "Menimbang, bahwa 
oleh karena dakwaan yang terbukti tersebut adalah tindak pidana 
korupsi yang mana diancam maximum hukuman mati atau 
hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara sedangkan pidana 
yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah 4 tahun 
penjara adalah tidak selaras dan sebanding dengan pidana korupsi 
tersebut, seharusnya Judex Facti memberikan hukuman bersifat 
 xlvi
mendidik (edukatif dan prefentif serta sepatutnya setimpal dengan 
perbuatannya yang terbukti tersebut);  
Menimbang, bahwa oleh karena itu amar putusan 
Pengadilan Tinggi tersebut perlu diperbaiki mengenai kwalifikasi 
kejahatan serta hukumnya, sehingga amar selengkapnya berbunyi 
sebagaimana tercantum di bawah ini; 
Menimbang, bahwa majelis hendak memberikan pertimbangan 
tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan 
hukuman Terdakwa; 
Hal-hal yang memberatkan: 
1. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan 
negara triliunan rupiah; 
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyinggung 
perasaan masyarakat; 
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan 
kemauan pemerintah yang hendak mengikis korupsi dan KKN 
tersebut; " 
b.  Bahwa Judex Juris telah melakukan kekeliruan yang 
nyata/kekhilafan dengan menyatakan bahwa ancaman hukuman 
bagi tindak pidana korupsi yang didakwakan adalah diancam 
maximum hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau 20 
tahun penjara dalam pertimbangan hukum di atas. Bahwa Judex 
Juris telah keliru/khilaf karena ancaman hukuman bagi tindak 
pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepada Pemohon 
PK merupakan tindak pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub b UU No. 
3 Tahun 1971 yang hanya diancam hukuman penjara seumur hidup 
atau penjara selama-lamanya 20 tahun dan atau denda setinggi-
tingginya 30 (tiga puluh) juta rupiah sebagaimana termuat dalam 
Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971, bukan ancaman hukuman mati 
sebagaimana pertimbangan Judex Juris tersebut di atas. c. Bahwa 
Judex Juris juga telah keliru/khilaf dalam memberikan 
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pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan karena sama 
sekali tidak mempertimbangkan adanya itikad baik dan sikap 
kooperatif yang ditunjukkan Pemohon PK (Terpidana David Nusa 
Wijaya) dalam menyelesaikan dana BLBI dimana Pemohon PK 
telah menyerahkan seluruh milik pribadi, keluarga maupun PT 
Bank Umum Servitia kepada pemerintah cq BPPN, walaupun 
sampai saat ini belum terdapat laporan hasil penjualan asset-asset 
tersebut dari BPPN. Judex Juris langsung saja menyatakan bahwa 
David Nusa Wijaya telah merugikan negara triliunan rupiah tanpa 
pernah memperhitungkan nilai asset-asset yang telah diserahkan 
Pemohon PK kepada Pemerintah. 
c.  Bahwa selanjutnya pertimbangan Judex Juris dalam menyatakan 
bahwa David Nusa Wijaya telah merugikan negara triliunan 
sehingga patut dijatuhi pidana yang berat adalah terbukti 
merupakan suatu kekeliruan yang nyata/kekhilafan karena jika 
melihat perkara BLBI pada debiturdebitur BLBI yang lain yang 
nilainya jauh di atas dana BLBI yang diterima Pemohon PK, maka 
pemerintah telah mengambil sikap menyelesaikannya secara 
perdata dan mengeyampingkan perkara pidananya sesuai 
kewenangan yang dimiliki Jaksa Agung sebagaimana tercantum 
dalam Pasal 35 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung. 
Pengeyampingan perkara pidananya dan memberi kesempatan 
kepada debitur BLBI untuk penyelesaian secara perdata telah 
diterima oleh debitur-debitur BLBI antara lain: Syamsul Nursalim 
(Bank BDNI), dan delapan bankir lainnya yang tercantum dalam 
SK Menkeu No. 151/KMK.01/2006 tanggal 16 Maret 2006. 
Dengan demikian pertimbangan Judex Juris pada Putusan a quo 
halaman 28 tentang hal-al yang memberatkan adalah tidak sejalan 
dengan kemauan pemerintah sendiri yang lebih mengutamakan 
pengembalian uang negara (dana BLBI) dari para debitur BLBI 
dari pada memproses pidananya secara hukum. 
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Bahwa dengan demikian hal-hal yang oleh Judex Juris 
dipertimbangkan sebagai memberatkan David Nusa Wijaya, 
menurut pendapat Pemohon PK tidak cukup menjadi alasan 
menjatuhkan pidana melebihi yang dituntut oleh Penuntut Umum, 
sehingga terbukti bahwa dalamhal ini Judex Juris telah melakukan 
kekeliruan yang nyata/kekhilafan dan permintaan PK atas perkara 
David Nusa Wijaya ini haruslah dikabulkan.  
8.  Pertimbangan Hakim 
a) Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut 
Mahkamah Agung berpendapat mengenai keberatan ad. 1, 3, 4, 5 
bahwa, keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh 
karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum mengenai 
keberatan ad. 2 bahwa, keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena 
keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat 
penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat 
dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena 
pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak 
diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak 
diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak 
dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah pengadilan telah 
melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. 
b) Menimbang, bahwa terlepas dan alasan-alasan kasasi tersebut di atas 
majelis hendak memberikan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa 
oleh karena Judex Factie telah membuktikan Terdakwa telah 
dinyatakan terbukti dengan sah dan meyakinkan atas dakwaan pertama 
tersebut dan pertimbangan mana sudah tepat dan benar, sehingga 
Terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan BLBI secara 
bersamasama dengan Saudara Wiryatin Nusa selaku Kepala Cabang 
KPO (Kantor Pusat Operasi) PT. Bank Umum Servitia Tbk tersebut. 
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c) Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbuki tersebut adalah 
tindak pidana korupsi yang mana diancam maximum hukuman mati 
atau hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara sedangkan pidana 
yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah 4 tahun penjara 
adalah tidak selaras dan sebanding dengan pidana korupsi tersebut, 
seharusnya Judex Facti memberikan hukuman bersifat mendidik 
(edukatif dan preventif serta sepatutnya setimpal dengan perbuatannya 
yang terbukti tersebut). 
d) Menimbang, bahwa oleh karena itu amar putusan Pengadilan Tinggi 
tersebut perlu diperbaiki mengenai kwalifikasi kejahatan serta 
hukumnya, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana 
tercantum di bawah ini; Menimbang, bahwa majelis hendak 
memberikan pertimbangan tentang halhal yang memberatkan dan yang 
meringankan hukuman Terdakwa; 
Hal-hal yang memberatkan: 
1. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan 
Negara triliunan rupiah; 
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyinggung perasaan 
masyarakat; 
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kemauan 
pemerintah yang hendak mengikis korupsi dan KKN tersebut; 
Hal-hal yang meringankan: 
1. Terdakwa belum pernah dihukum; 
2. Terdakwa selama persidangan tidak mempersulit pemeriksaan; 
e) Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi atau Terdakwa tetap 
dihukum maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara 
dalam tingkat kasasi ini. 
f)  Memperhatikan Undang-Undang No, 14 Tahun 1970, Undang-Undang 
No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-
Undang No.3 Tahun 1971 jo Undang-Undang No.31 Tahun 1999. 
9.  Putusan Hakim 
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a) Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena 
laporan keuangan PT. Bank Umum Servitia, Tbk tanggal 31 Desember 
2003 dan 2002 tersebut, bukan merupakan keadaan baru sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 263 ayat 2 huruf a KUHAP, in casu surat bukti 
tersebut tidak dapat melemahkan kekuatan alat bukti yang diajukan 
oleh Jaksa Penuntut Umum berupa keterangan saksi-saksi, saksi ahli, 
alat bukti surat dan lain-lainnya. 
b) Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai 
perbedaan penafsiran tentang suatu unsur tindak pidana dan hasil 
pembuktian tidak dapat dijadikan alasan peninjauan kembali dengan 
dasar adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata. 
c) Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, yaitu adanya kekeliruan yang 
nyata dalam hal ini adanya kesalahan dalam penerapan hukum yang 
dilakukan oleh majelis Hakim kasasi, mengingat alasan-alasan sebagai 
berikut: 
1. Bahwa yang dimaksud dengan kekeliruan yang nyata adalah 
termasuk kesalahan penerapan hukum (Ketua Mahkamah Agung, 
Himpunan Notulen Rapat Pleno Tahun 1990- Tahun 2000, hlm.621 
dan 623); 
2.  Bahwa majelis Hakim kasasi telah membuat kekeliruan nyata, 
dalam bentuk kesalahan penerapan hukum dengan mengubah atau 
memperberat pidana penjara yang dijatuhkan kepada terpidana, 
padahal : 
a. Mengenai berat ringanya pidana yang dijatuhkan adalah 
merupakan wewenang judex facti (Cq. Pengadilan Tinggi) yang 
tidak tunduk pada kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana 
tersebut melampui batas maximum ancaman pidana atau 
kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang 
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau 
menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan 
yang cukup. 
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b. Bahwa dalam perkara ini judex facti (cq. Pengadilan Tinggi) 
dalam menjatuhkan pidana telah mengambil alih pertimbangan 
hukum Pengadilan Negeri tentang keadaan-keadaan yang 
memberatkan dan meringankan pemidanaan dan menambah 
dengan pertimbangannya sendiri tentang keadaan-keadaan 
yang memberatkan pemidanaan sehingga putusan Pengadilan 
Tinggi tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan telah 
berdasarkan pertimbangan yang cukup, karena itu telah 
memenuhi syarat formil putusan pemidanaan sebagaimana 
ditentukan dalam pasal 197 ayat 1 huruf (f) KUHAP. 
c. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh judex facti (Pengadilan 
Tinggi) tidak melampui batas maximum ancaman pidananya 
atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang 
ditentukan oleh peraturan perundangundangan. 
d. Bahwa walaupun tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum 
tidak mengikat hakim, tetapi lebih arif kalau hal tersebut 
diperhatikan dan dalam perkara ini Pengadilan tinggi telah 
menjatuhkan pidana yang sesuai dengan tuntutan Jaksa 
Penuntut Umum, yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun. 
e. Bahwa benar merupakan kekeliruan yang nyata dari Majelis 
Hakim Kasasi yang tidak mempertimbangkan keadaan yang 
meringankan pemidanaan yaitu dengan adanya itikad baik dan 
sikap kooperatif yang ditunjukkan Pemohon Peninjauan 
Kembali atau Terpidana dalam menyelesaikan dana BLIBI 
dimana Pemohon Peninjauan Kembali atau Terpidana telah 
menyerahkan seluruh milik pribadi, keluarga maupun PT. Bank 
Umum Servitia kepada Pemerintah cq.BPPN, walaupun ada 
laporan mengenai hasil penjualan asset-asset tersebut dari 
BPPN; 
d) Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena 
walaupun penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 
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1999 sudah dinyatakan “tidak mengikat secara hukum” oleh putusan 
Mahkamah Konstitusi No.003/PUU.IV/2006, tetapi dalam praktek 
Mahkamah Agung berdasarkan yurisprudensi masih tetap menerapkan 
pengertian perbuatan melawan hukum formil maupun materiil, 
berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut : 
1.  Bahwa dengan dinyatakan tidak mengikat secara hukum penjelasan 
Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, oleh 
Mahkamah Konstitusi, maka yang dimaksud atau pengertian 
“melawan hukum” dalam pasal 2 ayat 1 tersebut menjadi tidak 
jelas. 
2. Bahwa penganut Doktrin “Sin-clair (La doktrin du Sensclair) 
berpendapat bahwa “penemuan hukum oleh hakim” hanya 
dibutuhkan jika: 
- Peraturanya belum ada untuk suatu kasus in konkreto, atau 
- Peraturannya sudah ada tetapi belum jelas; 
3. Bahwa Lie Oen Hock berpendapat : Dan apabila kita 
memperhatikan Undang-undang, ternjata bagi kita, bahwa undang-
undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kekurangan, 
tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus 
melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian 
undang-undang memberi kuasa kepada Hakim untuk menetapkan 
sendiri maknanja kententuan undang-undang itu atau artinya suatu 
kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang. Dan 
hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang setjara 
gramatikal atau historis, baik “recht maupun wetshistoris”; (Lie 
Oen Hock Jurisprudensi sebagai Sumber Hukum, pidato diucapkan 
pada Pengresmian Pemangkuan Djabatan Guru Besar Luar Biasa 
dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia 
pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dari 
Universitas Indonesia di Djakarta, pada tanggal 19 September 
1959, hlm.11). 
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4.  Bahwa tugas Hakim dalam menemukan hukum apa yang menjadi 
hukum berdasarkan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan “bahwa 
pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili 
suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau 
kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya; 
Ketentuan pasal ini mengisyaratkan kepada Hakim bahwa apabila 
terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau 
belum mengaturnya Hakim harus bertindak berdasarkan 
inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut; Dalam 
hal ini Hakim harus berperan untuk menentukan apa yang 
merupakan hukum sekalipun peraturan perundang-undangan tidak 
dapat membantunya; Perlu dikemukakan bahwa dalam rangka 
menemukan hukum ini isi ketentuan pasal 16 ayat 1 tersebut harus 
dihubungkan dengan ketentuan pasal 28 ayat 1 Undang-undang 
No.4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Hakim sebagai penegak 
hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai 
hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga dengan demikian 
Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan 
rasa keadilan dalam masyarakat. 
Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan ad. 2 tersebut di 
atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk 
mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon : DAVID 
NUSA WIJAYA alias NG. TJUEN WIE tersebut dan membatalkan 
putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Juli 2003 Nomor : 830 K/Pid/2003 
yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12 
Agustus 2002, Nomor : 67/Pid/2002/PT.DKI yang memperbaiki putusan 
Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 Maret 2002 
No.504/Pid.B/2001/PN.Jkt.Bar, serta Mahkamah Agung mengadili 
kembali perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan atau pendapat 
putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12 Agustus 2002, Nomor: 
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67/Pid/2002/ PT.DKI yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri 
Jakarta Barat tanggal 4 Maret 2002, Nomor : 504/Pid.B/2001/PN.Jkt.Bar, 
yang memang sudah tepat dan benar. 
Menimbang, bahwa karena terpidana dinyatakan bersalah dan tetap 
dihukum, maka biaya perkara ini dalam semua tingkat peradilan 
dibebankan kepada terpidana. 
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 
2004, Undang-Undang No.5 Tahun tahun 2004 jo Undang-Undang No.14 
Tahun 1985, Undang-Undang No.3 Tahun 1971 jo Undang-Undang No.31 
Tahun 1999, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHAP), Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal-pasal dari Undang-
Undang yang bersangkutan . 
 
M E N G A D I L I 
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh 
Pemohon Peninjauan Kembali DAVID NUSA WIJAYA alias NG TJUEN 
WIE tersebut. 
Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Juli 2003 
Nomor: 830 K/Pid/2003 yang telah membatalkan putusan Pengadilan 
Tinggi Jakarta tanggal 12 Agustus 2002, Nomor : 67/Pid/2002/ PT.DKI 
yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 
Maret 2002 No.504/Pid.B/2001/PN.Jkt.Bar. 
 
 
MENGADILI KEMBALI : 
"Menyatakan Terdakwa DAVID NUSA WIJAYA alias NG TJUEN WIE 
tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan 
tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-
SAMA"; 
"Menghukum oleh karena itu Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 
(empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta 
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rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti 
dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ; 
"Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terpidana, akan 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
"Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada 
Negara sebesar Rp.1.291.530.307.776,84,- ( satu trilyun dua ratus 
sembilan puluh satu milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh ribu 
tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh empat sen); 
"Menetapkan barang bukti berupa : 
a. Surat-surat nomor urut I, II, III dikembalikan kepada Penuntut Umum 
untuk dipergunakan dalam perkara lain ; 
b. Surat-surat tanah dan bangunan, tanah dan bangunan sesuai daftar 
barang bukti nomor urut IV, V dan VI dirampas untuk Negara ; 
"Membebankan biaya perkara ini dalam semua tingkat peradilan kepada 
terpidana, yang untuk pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar 
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; 
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah 
Agung pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2008 oleh DR. H. PARMAN 
SOEPARMAN, SH.MH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua 
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DJOKO SARWOKO, SH.MH. 
dan MOEGIHARDJO, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan 
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh 
Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh 
TOROWA DAELI, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh 
Pemohon peninjauan kembali atau Terpidana dan Jaksa atau Penuntut 
Umum. 
    
PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil penelusuran penulis terhadap pertimbangan Hakim 
dalam memeriksa dan memutus perkara peninjauan kembali korupsi BLBI 
dalam putusan No. 17 PK/Pid/2007 dalam peraturan yang mengatur masalah 
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Peninjauan Kembali, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman dapat diambil simpulan bahwa undang-undang 
tersebut hanya memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya atau 
dengan kata lain Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki hak untuk mengajukan 
hukum Peninjauan Kembali. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana sebagai ketentuan beracaranya Peninjauan Kembali 
Pasal 263 ayat (1) menyatakan terdakwa atau ahli warisnya dapat mengajukan 
Peninjauan Kembali terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. 
Peninjauan kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang 
diatur dalam KUHAP Buku Kesatu Bab XVIII Bagian Kedua tentang 
Peninjauan Kembali mulai Pasal 263 sampai dengan 269, Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang 
Nomor 48 Tahun 2009. Dimana secara garis besar dalam undang-undang 
tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan peninjauan kembali itu 
diperuntukkan kepada terpidana atau ahli warisnya sebagai upaya hukum 
terakhir, terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 
kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.  
Hak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali yang seharusnya 
hanya diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya dapat dilihat dari 
penjelasan setiap pasal yang mengaturnya. Seperti yang tercantum dalam 
Pasal 263 ayat (1) yaitu terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan 
hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan 
Kembali kepada Mahkamah Agung. 
Dari uraian pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan: 
a. Upaya Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan terhadap putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
b. Upaya Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan terhadap putusan bebas 
atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. 
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c. Adanya batasan dalam pengajuan permohonan Peninjauan Kembali hanya 
kepada terpidana atau ahli warisnya saja. 
Kesimpulan dari Pasal 263 ayat (1) diatas telah menjelaskan secara 
tegas bahwa dalam pengajuan Peninjauan Kembali terdapat ketentuan yang 
harus terpenuhi dan tidak membuka kemungkinan penafsiran lain selain yang 
disebutkan dalam pasal tersebut. Yaitu tidak terbuka untuk diajukan terhadap 
putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak 
dapat dilakukan terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari segala 
tuntutan hukum, dan tidak terbuka diajukan oleh pihak selain terpidana dan 
ahli warisnya. Karena maksud adanya upaya hukum Peninjauan Kembali ini 
adalah untuk melindungi dan merupakan upaya hukum terakhir bagi terpidana, 
sehingga yang dapat mengajukan hanyalah terpidana dan ahli warisnya atau 
pihak lain dalam hal ini Penuntut Umum.  
Sedangkan alasan-alasan hukum diajukannya permohonan Peninjauan 
Kembali serta memperkuat mengenai pengajuan oleh terpidana atau ahli 
warisnya diatur dalam Pasal 263 ayat (2), yaitu permintaan Peninjauan 
Kembali dilakukan atas dasar: 
a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika 
keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, 
hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan 
hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap 
perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;  
b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah 
terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan 
yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan 
yang lain;  
c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhiIafan hakim 
atau suatu kekeliruan yang nyata. 
Pasal 263 ayat (2) tersebut memberikan alasan limitatif untuk 
mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yaitu dengan ditemukannya 
keadaan baru atau disebut novum, yang hasilnya akan berupa putusan bebas, 
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lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat 
diterima atau diterapkan pidana yang lebih ringan. Hal ini tentunya merupakan 
hal-hal yang akan diperoleh oleh terpidana dari hasil putusan Peninjauan 
Kembali, bukan untuk Jaksa Penuntut Umum. Selain itu ada alasan bahwa 
pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi 
hal sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu ternyata 
telah bertentangan satu dengan yang lain, terdapat kekhilafan yang nyata dari 
hakim.  
Sedangkan pada Pasal 263 ayat (3) yaitu atas dasar alasan yang sama 
sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan 
Peninjauan Kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang 
didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti suatu 
pemidanaan. Pasal ini digunakan sebagai hak atau kewenangan Jaksa Penuntut 
Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali, dengan kata-kata terbukti 
tetapi akan tetapi tidak diikuti suatu pemidanaan, karena Jaksa Penuntut 
Umum lah yang mempunyai hak menuntut untuk dipidana. Berbeda dengan 
ketentuan sebelumnya yang mengatur masalah peninjauan kembali yaitu 
Reglement of Staaf Ordering maupun peraturan Mahkamah Agung Nomor 
1969 atau peraturan Mahkamah Agung Nomor 1980 yang menentukan bahwa 
selain terpidana atau ahli warisnya, permintaan Peninjauan Kembali juga 
dapat dilakukan oleh Jaksa Agung. Dari uraian tersebut terlihat pembuat 
undang-undang memang tidak memberikan hak kepada jaksa Penuntut Umum 
untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, hal ini dikarenakan 
Jaksa Agung telah diberikan hak mengoreksi putusan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap melalui Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana yaitu Kasasi Demi Kepentingan Hukum. 
Ketentuan dalam Pasal 286 ayat (3) yaitu permintaan Peninjauan 
Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja. Dengan 
dikabulkannya permohonan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum, 
maka sudah tidak terbuka lagi kesempatan bagi terpidana untuk mengajukan 
 lix
permohonan Peninjauan Kembali yang merupakan upaya hukum untuknya, 
karena hak nya sudah digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum.  
Sedangkan Pertimbangan Mahkamah Agung yang memberikan 
kewenangan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan 
Kembali dalam putusan Nomor 17 PK/Pid/2007 dengan terpidana David Nusa 
Wijaya alias Ng. Tjuen Wie adalah sebagai berikut: 
a. Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan 
putusan bebas yang secara tegas tidak dapat dimintakan kasasi. Namun 
melalui penafsiran terhadap Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana telah diciptakan aturan hukum baru berupa putusan bebas 
mumi tidak dapat dimintakan kasasi, putusan bebas tidak murni dapat 
dimintakan kasasi dan penafsiran ini lalu menjadi yurisprudensi tetap 
Mahkamah Agung. 
Pertimbangan ini bukan merupakan suatu kepastian, karena sutu 
yurisprudensi tidak harus digunakan dalam pertimbangan selanjutnya, 
melainkan hanya sebagai suatu sumber hukum lain selain yang tertulis 
dalam perundangan. Karena tidak dapat dipastikan bahwa setiap 
permohonan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dapat 
diterima oleh Mahkamah Agung, melainkan harus dipertimbangkan 
apakah suatu permohonan tersebut mempunyai alas an yang benar dan 
baik sesuai dengan perkembangan hukum pada masa itu. 
b. Pasal 263 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menurut 
penafsiran Majelis Mahkamah Agung RI maka ditujukan kepada Jaksa 
oleh karena Jaksa Penuntut Umum adalah pihak yang paling 
berkepentingan agar keputusan hakim dirubah, sehingga putusan yang 
berisi pernyataan kesalahan terdakwa tapi tidak diikuti pemidanaan dapat 
dirubah dengan diikuti pemidanaan terhadap terdakwa. 
Dalam pertimbangan tersebut Jaksa Penuntut Umum memang 
berwenang untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali karena 
merupakan pihak yang berkepentingan, dalam suatu perkara yang 
terdakwanya terbukti bersalah namun tidak diikuti dengan suatu 
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pemidanaan. Dari peraturan tersebut maka sudah menegaskan secara 
limitatif, maka tidak dapat dimungkinkan penafsiran lain lagi. 
c. Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Negara Republik 
Indonesia bertugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan 
undang-undang diterapkan secara tepat, adil, karena itu Mahkamah 
Agung akan mengisi kekosongan dalam hukum acara pidana tentang 
masalah Peninjauan Kembali putusan kasasi perkara pidana yang ternyata 
ada hal-hal yang belum diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana dengan cara menciptakan hukum acara sendiri (yurisprudensi) 
demi untuk adanya kepastian hukum serta mengakomodir kepentingan 
yang belum diatur di dalam Hukum Acara Pidana. 
Suatu yurisprudensi adalah sumber hukum yang tidak tertulis, dan 
merupakan suatu hukum yang dibentuk dengan tujuan untuk melengkapi 
perundangan yang belum mengaturnya karena alasan adanya 
perkembangan hukum. Dalam hal ini seharusnya suatu yurisprudensi 
dibentuk tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang telah ada, 
karena yurisprudensi dibuat adalah berdasarkan peraturan yang telah ada 
sebelumnya. Oleh karena itu tidak semua yurisprudensi adalah dapat 
diterima, atau dapat digunakan sebagai sumber hukum untuk masa depan. 
d. Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutus 
perkara peninjauan kembali korupsi BLBI dalam putusan No. 17 
PK/Pid/2007, maka Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili 
perkara peninjauan kembali terpidana tersebut, yang secara formal telah 
mengakui hak atau wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan 
permintaan peninjauan kembali. 
Bahwa dalam hukum tidak diharuskan atau diatur bahwa suatu 
putusan harus diseragamkan dengan putusan terdahulu. Karena dengan 
begitu akan mengurangi makna diadakannya suatu pemeriksaan 
pengadilan, apabila suatu peradilan terlalu terpacu oleh suatu putusan 
dengan perkara yang hampir sama. 
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e. Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak 
secara tegas menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum berhak untuk 
mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, 
namun yang jelas ketentuan pasal ini tidak melarang Jaksa Penuntut 
Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Adalah wajar apabila 
permintaan Peninjauan Kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari 
segala tuntutan hukum oleh terpidana atau ahli warisnya dikecualikan 
karena putusan tersebut sudah menguntungkan bagi terpidana. Demi 
tegaknya hukum dan keadilan terhadap putusan pengadilan berupa 
putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum adalah menjadi hak 
Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali sebagai 
pihak yang berkepentingan sepanjang terdapat dasar atau alasan yang 
cukup sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.  
Pertimbangan tersebut menurut penulis tidaklah dapat diterima, 
suatu undang-undang yang jelas menyatakan Peninjauan Kembali sebagai 
kewenangan terpidana atau ahli warisnya mempunyai arti lain bahwa 
tidak adanya larangan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan 
Peninjauan Kembali pula. Sebenarnya pertimbangan tersebut hanya 
sebuah pemutarbalikan suatu peraturan perundangan, sehingga apa yang 
menjadi tujuan dapat tercapai dengan alasan adanya suatu dasar hukum. 
Apabila pertimbangan ini dibenarkan, maka tidak menutup kemungkinan 
pula bahwa terpidana dapat mengajukan kasasi, karena dalam peraturan 
mengenai kasasi yang hanya dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, 
tidak disertai pula larangan terpidana untuk mengajukan kasasi. 
f. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman yang menentukan "bahwa pengadilan tidak boleh 
menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan 
dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib untuk 
memeriksa dan mengadilinya". Ketentuan pasal ini mengisyaratkan 
kepada Hakim bahwa apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan 
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belum jelas atau belum mengaturnya, Hakim harus bertindak berdasarkan 
inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut.  
Penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan tersebut adalah berlaku 
untuk setiap pemeriksaan suatu peradilan, sehingga apabila digunakan 
sebagai pertimbangan dalam perkara ini adalah benar, namun bukan 
berarti melupakan atau meninggalkan perturan yang lain. Sehingga 
insiatif yang dilakukan hakim adalah harus sesuai dengan peraturan 
dalam perundangan. 
g. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 yang menyatakan 
bahwa Hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan 
memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga 
dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan 
hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Hal ini dalam yurisprudensi 
tersebut dapat disimpulkan antara lain dari pertimbangan hukum yang 
berbunyi "Berdasarkan asas legalitas serta penerapan asas keseimbangan 
hak asasi antara kepentingan perorangan termohon peninjauan kembali 
dengan kepentingan umum, bangsa dan negaranya di lain pihak di 
samping perseorangan (terdakwa) juga kepentingan umum yang diwakili 
Kejaksaan tersebut dapat pula melakukan Peninjauan Kembali”. 
h. Pada dasarnya keadilan dalam negara hukum adalah semua warga negara 
adalah sama di mata hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang 
berlaku. Asas keseimbangan yang digunakan sebagai pertimbangan 
adalah apabila jaksa penuntut umum mempunyai hak yang sama dengan 
terpidana dalam pengajuan paninjauan kembali, namun bukankah suatu 
undang-undang dibuat itu menggunakan berbagai pertimbangan dan 
memerlukan persetujuan dari berbagai pihak. Sehingga keadilan dan asas 
keseimbangan juga sudah terkandung dalam peraturan tersebut, yaitu 
jaksa penuntut umum mempunyai wewenang untuk mengajukan upaya 
hukum kasasi, sedangkan terpidana mempunyai hak untuk mengajukan 
upaya hukum yaitu peninjauan kembali, sebagai upaya hukum terakhir.  
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Apabila pertimbangan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana harus secara maksimal digunakan untuk mendapatkan kebenaran 
materiil dengan cara melakukan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-
ketentuannya, bukankah hal ini tidak membenarkan adanya pengertian yang 
berbeda dengan ketentuan itu sendiri. Karena dalam Pasal 263 tersebut juga 
secara jelas ditegaskan bahwa hanya terpidana dan ahli warisnya yang dapat 
mengajukan permohan peninjauan kembali. 
Prosedur pengajuan Peninjauan Kembali oleh pihak kejaksaan ini sama 
dengan prosedur yang digunakan oleh terpidana atau ahli warisnya dalam 
mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Ketentuan ini mengacu pada 
KUHAP sebagai ketentuan beracaranya Peninjauan Kembali yaitu Pasal 263-
Pasal 269 KUHAP. Dalam penulisan hukum ini telah diperinci dalam Bab II, 
maka dalam bab ini hanya akan diuarikan secara garis besar. Pertama pihak 
kejaksaan selaku pemohon Peninjauan Kembali mendaftarkan ke panitera 
Pengadilan Negeri yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama 
dengan menyebutkan secara jelas alasanya. Kemudian dilakukan pemeriksaan 
di Pengadilan Negeri yang dihadiri pihak pemohon dan termohon. Kemudian 
dibuat berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat yang merupakan 
rekomendasi bagi pihak Mahkamah Agung. Mahkamah Agung tidak terikat 
pada berita acara pendapat. Kemudian ketua pengadilan segera melanjutkan 
permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita 
acara pendapat kepada Mahkamah Agung dan memberikan tembusan kepada 
pemohon dan termohon Peninjauan Kembali. Kemudian Mahkamah Agung 





 Berdasarkan apa yang diuraikan di dalam bab hasil penelitian dan 
pembahasan, maka Penulis bisa membuat simpulan sebagai berikut : 
 lxiv
                   Pertimbangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara  
Peninjauan Kembali Korupsi BLBI dalam Putusan No. 17 PK/Pid/2007 adalah 
Bahwa tugas Hakim dalam menemukan hukum apa yang menjadi hukum 
berdasarkan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman yang menentukan “bahwa pengadilan tidak boleh menolak 
untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa 
hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan 
mengadilinya; Ketentuan pasal ini mengisyaratkan kepada Hakim bahwa apabila 
terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya 
Hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan 
perkara tersebut; Dalam hal ini Hakim harus berperan untuk menentukan apa yang 
merupakan hukum sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat 
membantunya; Perlu dikemukakan bahwa dalam rangka menemukan hukum ini 
isi ketentuan Pasal 16 ayat 1 tersebut harus dihubungkan dengan ketentuan pasal 
28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa 
Hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-
nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga dengan demikian Hakim 




1.     Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus 
memberikan pengaturan yang tegas dan jelas tentang kewenangan penuntut 
umum mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan yang telah 
berkekuatan hukum tetap. 
2.     Hakim Mahkamah Agung dalam membuat pertimbangan terhadap pengajuan 
Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum harus dilakukan secara arif 
dan bijaksana agar tidak mengganggu prinsip keseimbangan antara asas 
kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. 
 
 
